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Abstrak 
Putusan Kasasi 2216 K/Pid.Sus/2012 yang membebaskan terdakwa Sarmidi dikarenakan tidak terpenuhinya unsur kesengajaan dalam tindak pidana karena adanya penjebakan yang memaksa terdakwa melakukan tindak pidana. Fokus dari permohonan kasasi yang didalilkan oleh terdakwa yakni adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dan perbuatan sarmidi selaku terdakwa tindak pidana narkotika dapat dikualifikasikan dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.  Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dikaitkan dengan unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan dari terdakwa menunjukkan bahwa terlihat adanya unsur kesalahan. Perbuatan terdakwa pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Karena perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika. peran pemohon kasasi adalah percobaan dan permufakatan jahat dalam rangka membantu Saksi Afiyanfo Agung Nugroho dalam membelikan ganja, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 UU Narkotika. Dengan demikian pula unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika "menjadi perantara dalam jual beli terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal ini terbukti secara sah menurut hukum.
Kata Kunci  : Penyidikan Terselubung, UU Narkotika, Kasasi 
Abstract
Cassation Decision 2216 K/Pid.Sus/2012 which acquitted the defendant Sarmidi due to the non-fulfillment of the element of intent in the crime due to entrapment which forced the defendant to commit a crime. The focus of the appeal argued by the defendant is the element without rights or against the law in Article 114 Paragraph (1) of the Narcotics Law. The purpose of this study was to analyze the judges' considerations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 2216 K/Pid.Sus/2012 regarding narcotics crime cases using investigative techniques with covert purchases and Sarmidi's actions as a narcotics crime defendant can be qualified with the provisions of article 114 paragraph (1) Narcotics Law. This research uses normative juridical law research that discusses doctrines or principles in legal science. The results of the research analysis and discussion show that the basis for the judge's consideration of the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2216 K/Pid.Sus/2012 regarding narcotics crime cases using investigative techniques with covert purchases associated with elements of error, both intentional and negligence of the defendant. indicates that there is an element of error. The defendant's actions in the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2216 K/Pid.Sus/2012 can be qualified in the provisions of Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law. Because the defendant's actions were intermediaries in the sale and purchase of narcotics. The role of the petitioner for cassation is trial and conspiracy in order to assist Witness Afiyanfo Agung Nugroho in buying marijuana, as regulated in Article 132 of the Narcotics Law. Thus the elements in Article 114 Paragraph (1) of the Narcotics Law "become an intermediary in buying and selling legally proven. Because the second and third elements in this Article are proven legally according to law.
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PENDAHULUAN 
      Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan semakin meningkat, tuntutan hidup semakin tinggi, untuk memenuhi kebutuhan pun tidak sedikit yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan taraf hidup yang layak menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagian dari masyarakat terlihat terpacu oleh canggihnya teknologi. Tidak heran kalau di era sekarang banyak orang yang melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang mudah dan cepat dan tentunya menjanjikan pendapatan yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah kejahatan narkotika. 
     Kejahatan narkotika di Indonesia bukanlah merupakan kejahatan yang terbilang baru. Sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis demi mendapatkan taraf hidup yang boleh dikatakan mengikuti perkembangan zaman. Bahkan, narkotika ini menjadi salah satu persoalan hukum yang cukup besar di Indonesia saat ini melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, peredaran dan penggunaan narkotika jenis apapun telah diatur dan ditertibkan penggunaannya dalam undang-undang tersebut.

     Indonesia sendiri dalam hal menyikapi bentuk kejahatan memiliki sistem hukum sendiri, dimana Indonesia masih menganut hukum positif (ius constitutum). Menurut Lawrence M. Friedman, ada 4 fungsi sistem hukum: Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Ketiga, sebagai social engineering function. Keempat, sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan yang tidak menginginkan perubahan. Selanjutnya menurut Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu structure, substance dan legal culture. Sementara penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera (Sunarso, 2011). Akibat penyalahgunaan narkoba yang sangat membahayakan, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 UU Narkotika, dengan dikeluarkannya UU tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penyalahgunaan narkotika di  Indonesia.
     Dalam sistem hukum di Indonesia yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika. Hukum yang mengatur tentang narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum ini lah yang mengatur mengenai segala sesuatu berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

     Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang sangat luas, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun psikososial. Sebenarnya, penggunaan narkotika sangat bermanfaat bagi pengobatan. Dalam penggunaannya narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan secara illegal, dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh yang berwenang, selain merugikan pengguna juga dapat membahayakan masyarakat secara umum. 

     Pengendalian dan pengawasan di Indonesia dalam peningkatannya merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat bermanfaat dan diperlukan dikarenakan narkotika dalam perkembangannya mengalami kemajuan secara signifikan dari sisi pengolahan menggunakan teknologi, juga menimbulkan tindak kejahatan yang sangat berbahaya untuk kehidupan masyarakat secara umum, dimana kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan memiliki bandar-bandar besar maupun kelompok-kelompok yang sangat rahasia dan sulit untuk di ungkap begitu saja. Maka ,tidak heran jika pemerintah sangat serius dalam memerangi permasalahan Narkotika di negara ini.

      Penyalahgunaan narkoba yang sangat membahayakan, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 UU Narkotika, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penyalahgunaan  narkotika di Indonesia (Bakhri, 2011) Tindak pidana narkotika ini juga semakin meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentuh kekalangan remaja bahkan anak-anak, tentunya dengan modus operandi yang berbeda dengan modus operandi yang biasanya digunakan untuk menjerat kalangan dewasa. Daerah peredaran gelap narkotika pun tidak lagi hanya di kota-kota besar, melainkan telah memasuki wilayah-wilayah pedesaan.

      Penyalahgunaan zat-zat narkotika yang semula digunakan untuk kepentingan pengobatan, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak dan dapat disalahgunakan fungsi untuk kepentingan dan keuntungan perorangan maupun kelompok tertentu. Dalam hal ini juga dapat merusak generasi penerus bangsa, pelajar bahkan mahasiswa sekalipun tidak sedikit yang terjerumus kedalam narkoba. Tidak hanya kaum akademis, bahkan masyarakat umum pun juga tidak sedikit yang tersandung kasus narkoba.
     Pada umumnya tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan secara sendiri, namun dilakukan lebih dari satu orang bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara terstruktur, rahasia, dan aman. Tindak kejahatan ini pula telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus teknologi yang sangat canggih. Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di Indonesia, untuk menangani penyalahgunaan narkoba maka penyidik menggunakan teknik khusus, yaitu teknik pembelian terselubung. Teknik ini dilakukan dengan cara penyidik berpura-pura sebagai pembeli, selain itu juga dilakukan dengan cara penyadapan (wiretapping) (Sunarso, 2011). 
     Tindak pidana narkotika dan psikotropika, merupakan perkara pidana luar biasa, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara khusus dan didukung oleh sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, kerjasama lintas sektoral antara instansi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan juga kerjasama di tingkat regional dan internasional dengan negara-negara lain. Kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara Umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law) (Akhmad, 2008). 

      Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.

      Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.
      Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik reserse narkoba menggunakan teknik khusus, yaitu teknik pembelian terselubung. Teknik pembelian terselubung tidak mudah dilakukan oleh penyidik, dimana penyidik berpura-pura sebagai pembeli, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta profesionalisme penyidik. Jika tidak, maka akan kesulitan bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya, karena orang yang berkecimpung dalam dunia narkotika juga sangat mahir dalam memainkan perannya. Menyikapi perkembangan modus operandinya, perlu diperhatikan secara khusus pula dalam Undang-Undang Narkotika tersebut yakni mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik penyidikan dengan pembelian terselubung. 
       Dengan demikian para pihak terkait terutama pihak kepolisian tentunya harus meningkatkan penanggulangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika tersebut, salah satunya adalah dilakukannya teknik penyidikan dengan pembelian terselubung. Tindakan penyidikan dengan Pembelian Terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika. Sebagaimana yang dinyatakan dalam petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 teknik penyidikan dengan pembelian terselubung adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika dan precursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkotika dan precursor narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya. 

       Walaupun menjadi salah satu teknik khusus dalam mengungkap sindikat tindak pidana narkotika, namun dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan juga memiliki resiko cukup tinggi. Penyalahgunaan wewenang tersebut menjadi salah satu titik kelemahan pada penggunaan teknik khusus tersebut. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.
     Berdasarkan UU Narkotika menjelaskan bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Salah satu wewenang BNN menurut Pasal 75 huruf j UU Narkotika  “Dalam melakukan penyidikan adalah melakukan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.” Lalu, menurut Pasal 79  UU Narkotika “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”

       Pada perkembangannya, teknik penyidikan menggunakan pembelian terselubung menimbulkan permasalahan dan perbedaan penafsiran oleh hakim. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Kasasi 2216 K/Pid.Sus/2012 yang membebaskan terdakwa Sarmidi dikarenakan tidak terpenuhinya unsur kesengajaan dalam tindak pidana karena adanya penjebakan yang memaksa terdakwa melakukan tindak pidana. Pada Putusan Kasasi 2216 K/Pid.Sus/2012 terjadi perbedaan penafsiran hukum dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. 

       Secara kronologis, penjebakan tersebut didasarkan pada laporan dari informasi masyarkat yang menerangkan bahwa Sarmidi sering mengedarkan ganja dan atas laporan tersebut Adhi Prasetyawan dan Bambang Ariyanto sebagai saksi bersama tim kepolisian melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran. Selanjutnya Alfianto Agung Nugroho juga sebagai saksi melakukan penyamaran dengan cara membeli ganja dari Sarmidi dan diajak untuk menemui seseorang yang berinisal PT di daerah Genuk, Kota semarang. Setelah mendapatkan barang tersebut, maka Sarmidi dan saksi kembali pulang namun ketika berada di depan pintu masuk SPBU Kali Babon Genuk Semarang, saksi Alfianto Agung Nugroho turun dari sepeda motor dengan alasan akan ke toilet. 

       Saksi Alfianto Agung Nugroho tersebut memberikan isyarat kepada polisi dan segera melakukan penangkapan terhadap Sarmidi. Atas perbuatan tersebut, Sarmidi dikenakan tuntutan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU Narkotika dengan dalil menyimpan atau menguasai ganja tersebut tanpa seijin. Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Semarang pada putusan Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.SMG tanggal 04 Juli 2012 memberikan putusan yang pada amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Sarmidi bin Kasdi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun;

3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5) Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisi batang, ranting, daun dan biji kering jenis Ganja dengan berat 1,317gr ; 1 (satu) buah Handphone Nexian 6788 warna putih dengan simcard 087746240086 dirampas untuk dimusnahkan;

6) Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

       Pada putusan tingkat pertama tersebut hakim menyatakan perbuatan Sarmidi sebagai suatu tindak pidana “secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda. 

       Melalui putusan tersebut, Sarmidi mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang dan menjatuhkan putusan Nomor 255/Pid.Sus/2012/PT.Smg yang pada amar lengkapnya menyatakan bahwa :

1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; 

2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Juli 2012 Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut;

3) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 

4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

       Melalui putusan banding tersebut, selanjutnya Sarmidi sebagai Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2012. Sarmidi sebagai terdakwa pada dalilnya menyatakan bahwa putusan tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa pemohon kasasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah tidak tepat karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur dan rumusan perbuatan yang didakwakan tersebut ternyata tidak terbukti. Pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan : 

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah)."

      Dilihat dari isi Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika secara kesuluruhan dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika adalah : 

a. Setiap orang ;
b. Tanpa hak atau melawan hukum ;
c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

       Fokus dari permohonan kasasi yang didalilkan oleh Terdakwa yakni adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Unsur melawan hukum tersebut erat kaitannya terhadap asas afwijzigheid van aile schuld atau asas tiada pidana tanpa kesalahan.

       Sementara kesalahan tersebut dapat dibagi menjadi kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa. Terdakwa Sarmidi mengutip fakta di persidangan bahwa Sarmidi hanya diminta bantuannya untuk membelikan ganja dan tidak ada niat sama sekali untuk membeli dan membantu membeli ganja tersebut. Sehingga tidak terlihat adanya unsur kesalahan, baik itu kesengjaan maupun kealpaan dari Sarmidi.

        Pada pertimbangannya, Hakim Zaharuddin dan Hakim Surya menilai perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana, kejahatan maupun pelanggaran. Alasannya, sesuai fakta hukum, kesengajaan atau maksud untuk membeli narkotika bukan datang atau lahir dari kehendak Sarmidi melainkan dari Afiyanto atau pihak kepolisian. Selanjutnya menurut Hakim Zaharuddin dan Hakim Surya, Sarmidi hanyalah korban dari skenario jebakan yang dimainkan cepu (informan) Afiyanto dan tim dari kepolisian. Bahkan ditegaskan oleh Hakim Zaharuddin bahwa siapa pun yang masuk dalam skenario jebakan semacam itu, tentu akan menjadi korban dari suatu penegakkan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Namun menurut Hakim Suhadi tentu akan menjadi korban dari suatu penegakkan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Pada akhirnya setelah dilakukan musyawarah, Suhadi kalah suara dan Sarmidi pun lepas. Atas dasar hal tersebut terjadi permasalahan mengenai penafsiran unsur kesengajaan dalam teknik penyidikan dengan pembelian terselubung. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum tersebut menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Teknik Penyidikan Dengan Pembelian Terselubung ”(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012).”
Maka muncullah dua rumusan masalah yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan :

1. Bagaimana pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung?
2. Apakah perbuatan Sarmidi selaku terdakwa tindak pidana narkotika dapat dikualifikasikan dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

Tujuan dari penelitian adalah tujuan penelitian ini  untuk menganalisis untuk menganalisis pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dan perbuatan sarmidi selaku terdakwa tindak pidana narkotika dapat dikualifikasikan dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
       Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan  Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012). Kajian teoritik mengenai narkotika, jenis-jenis narkotika dan penggolongannya, tindak pidana narkotika, teknik penyidikan dengan pembelian terselubung, penyelidikan dan penyidikan pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dan pertimbangan dalam putusan hakim. 
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum dari untuk menganalisis pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dan perbuatan sarmidi selaku terdakwa tindak pidana narkotika dapat dikualifikasikan dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada  penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. 

     Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach), maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
     Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. 
      Teknik pengolahan bahan hukum pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji. 

      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. 
        Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum pidana khusus Narkotika.
HASIL DAN PEMBAHASAN     
1.  Analisis Dasar Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 Mengenai Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Teknik Penyidikan Dengan Pembelian Terselubung Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa
    Merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (schuld) terdiri dari kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Selain itu yang dimaksud "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. Kealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) (Marpaung, 2014),  Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi pada hari Senin, 12 Desember 2011, pukul 18.00 WIB, pemohon kasasi ditelepon oleh Saksi Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi via telepon (tidak berhasil dihadirkan JPU di persidangan) diminta menjemputnya karena mau bermain ke rumah Pemohon Kasasi di Dusun Babadan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, karena Saksi Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi tidak tahu rumah dan tidak ada kendaraannya;

2. Bahwa setelah tiba di Pom Bensin Genuk, bertemu dengan Saksi Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi, Pemohon Kasasi dikenalkan dengan Ompong Alias Kenthus, yang meminta tolong/bantuan untuk membeli ganja, dengan terlebih dahulu HP Pemohon Kasasi dipinjam untuk menghubungi penjual ganja tersebut. Pemohon Kasasi diberi uang oleh Saksi Afiyanto Agung Nugroho sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

3. Dari Pom Bensin Genuk, Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Ompong alias Kenthus (yang ternyata anggota Polri yang bernama asli Afiyanto Agung Nugroho) berboncengan menuju tempat yang telah dijanjikan tersebut. Pemohon Kasasi menurunkan Saksi Afiyanto Agung Nugroho di pinggir jalan yang tidak terlalu jauh dengan tempat pembelian ganja. Pemohon Kasasi tidak kenal dan tidak tahu penjual ganja, kemudian

4. membeli pulsa dan akhirnya menelepon penjual ganja tersebut. 

5. Bahwa ganja yang berhasil dibeli hanya 1 (satu) amp, seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ketika bertemu dengan Saksi Afiyanto ganja dan sisa uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Afiyanto Agung Nugroho, namun untuk ganja dikembalikan lagi kepada Pemohon Kasasi.

6. Bahwa sesampainya di Pom Bensin Genuk, ternyata Saksi Adhi Triyono alias Eblek bin Suwargi sudah tidak berada ditempat, kemudian Saksi Afiyanto Agung Nugroho meminta Pemohon Kasasi untuk membuang ganja tersebut, dan akhirnya ditangkap oleh Saksi Adhi Prasetyawan, S.H., bin Suyitno.

7. Bahwa peran Pemohon Kasasi adalah membantu membelikan Saksi Afiyanto Agung Nugroho Ganja; Bahwa benar Pemohon Kasasi tidak mempunyai ijin ataupun kewenangan untuk membelikan ganja ataupun menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut;

8. Alasan hukum bahwa unsur kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah dirancang oleh seorang CEPU ( informan ) dan dibantu oleh AFIYANTO yang berdinas selaku anggota aparat Kepolisian. Kedua orang tersebut diperintah oleh TIM, untuk memainkan peran sebagai under cover buy, yaitu dengan cara meminta dan menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli barang narkotika berupa ganja. Cepu maupun AFIYANTO meminta kepada terdakwa untuk mencarikan ganja hanya karena alasan terdakwa kebetulan mengetahui "tempat / penjual ganja". Uang sebesar Rp.120.000,00 milik "Kantor Kepolisian", yang dengan sengaja disiapkan oleh TIM untuk dipakai menjebak terdakwa, kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa membeli ganja. Terdakwa setelah berhasil membeli narkotika, Tim kemudian menangkap Terdakwa. Polisi kemudian memaksa Terdakwa untuk mengakui narkotika tersebut adalah miliknya.

    Secara hukum sesuai Pasal 55 dan 56 KUHPidana, kedudukan terdakwa adalah sebagai pelaku materiil sedangkan pelaku intelektual adalah CEPU, AFIYANTO maupun para anggota TIM dari pihak Kepolisian. Kalau sekiranya terdakwa tetap dipaksakan untuk diproses secara hukum maka bukan hanya terdakwa, melainkan seharusnya pula dari pihak pelaku Intelektualnya yaitu CEPU, AFIYANTO dan anggota TIM kepolisian. Bahwa fakta lain menunjukkan bahwa hanya terdakwa yang mau diproses secara hukum, ternyata pihak Kepolisian sudah jelas mengetahui tempat dan siapa penjual narkotika, namun pihak kepolisian tetap tidak memproses dan membiarkan penjual berkeliaran, padahal seharusnya tindakan keras harus ditujukan kepada pihak penjual atau Bandar atau pengedar, produsen narkotika.

     Kesalahan selalu ditunjukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jika, ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dalam  penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penetuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

     Perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Alasannya, sesuai fakta hukum, kesengajaan atau maksud untuk membeli narkotika bukan datang atau lahir dari kehendak terdakwa melainkan kehendak Afiyanto atau pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa hanyalah korban skenario jebakan yang dimainkan informan Afiyanto dan tim kepolisian. Dijelaskan bahwa siapa pun yang masuk dalam skenario jebakan semacam itu, tentu akan menjadi korban penegakkan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Hasilnya tentu terdakwa akan menjadi korban penegakkan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Akhirnya terdakwapun lepas dari pidana. 

    Kesimpulan hasil analisis dari uraian di atas, menurut hemat peneliti disini menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan di diri terdakwa karena terdakwa hanya diminta bantuannya untuk membelikan ganja, dan dari rumah dan tidak ada niatan sama sekali untuk membantu membeli ganja tersebut. Maka dengan demikian, unsur kesalahan ini tidak terbukti secara sah menurut hukum. 

2.  Analisis Perbuatan Terdakwa Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 Dapat Dikualifikasikan Dalam Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
   Bahwa putusan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa pemohon kasasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur dan rumusan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa tersebut ternyata tidak terbukti.

Bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika adalah :

a. Setiap orang;
b. Tanpa hak atau melawan hukum;
c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

A. Analisis terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" 
Menurut MOELJATNO, dalam buku asas-asas hukum pidana, disebutkan bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana (Moeljatno, 2000). Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP). Asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van aile schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van aile materiele wederrechtelijkheid).

B. Analisis terhadap unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” 
Judex Facti menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Bahwa berdasarkan Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika uraian-uraian unsur tersebut sebagaimana dijabarkan berikut ini(AR.Sujono, 2011); 
(1) Menawarkan untuk dijual Menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. 
(2) Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. 

Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antar yang menawarkan/pemilik barang. Arti kedua "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI).

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar awan bicara membeli apa yang ditawarkan. Melihat penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak pernah menawarkan untuk dijual sebuah ganja kepada Saksi Afiyanto Agung Nugroho.

2. Menjual
Mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.
 Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. Fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon Kasasi tidak ada bukti yang menyatakan sebagai penjual ganja tersebut, bahkan dengan PT (penjual ganja) Pemohon Kasasi tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun, setelah diketahui PT yang menjual ganja tersebut ternyata tidak ditangkap oleh tim Resnarkoba Polrestabes Semarang.

3. Membeli
Mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBSI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh. Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah benar Pemohon Kasasi yang membeli Ganja tersebut, namun uangnya berasal dari Saksi Afiyanto Agung Nugroho, dan sisa uangnya diserahkan semuanya kepada Saksi Afiyanto Agung Nugroho. Karena barang itu adalah milik Saksi Afiyanto Agung Nugroho, karena pembelian itu adalah dari uang Saksi Afiyanto Agung Nugroho maka peran Pemohon Kasasi hanyalah membantu membelikan ganja. Pembeli utama dan yang sebenarnya adalah Saksi Afiyanto Agung Nugroho.

4. Menerima
Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi setelah membantu membelikan ganja, selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada pemiliknya, Saksi Afiyanto Agung Nugroho, dan olehnya diserahkan lagi kepada Pemohon Kasasi sebelum akhirnya disuruh membuang oleh Saksi Afiyanto Agung Nugroho dan akhirnya tertangkap oleh petugas Kepolisian.

5. Menjadi Perantara dalam Jual Beli
Definisi daripada kata "perantara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak diketemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. Sebagaimana termaktub dalam tabel berikut ini: Ca-lo n cak orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; ma-ke-lar n 1 perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; pialang: dia menjual langsung mobilnya kepada pembeli tanpa-; 2 orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi; Sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi; (KBBI). 
"Menjadi Perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan alas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." (AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
Jika, seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidak-tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 UU Narkotika tentang Percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan dalam keterangan saksi dan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1) Saksi Adhi Prasetyawan, S.H., bin Suyitno, yang menyatakan : "Bahwa rencana belinya 2 paket, tetapi hanya ada satu paket dan sisa uang dikembalikan”.
2)  Saksi Bambang Ariyanto bin Slamet Harsono, yang menyatakan : "Bahwa yang dipesan untuk peristiwa ini, Afiyanto pesan 2 amp dengan harga Rp.120.000,00 bahwa bener uang Rp.120.000,00 yang dipakai untuk membeli ganja adalah uang kantor;

3) Saksi Afiyanto Agung Nugroho, yang menyatakan : “Bahwa uang untuk membeli "barang" tersebut dari kantor, saksi terima Rp.120.000,00 langsung dari Kasat, lalu diserahkan kepada Terdakwa", bahwa banyaknya yang dipesan 2 amp, tetapi hanya satu amp yang didapat dan sisa uang dibelikan kepada saksi. Bahwa uang sisa langsung dikembalikan kepada saksi, saat kembali dari ambil "barang". 
4) Keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa), yang menyatakan: "Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang kepada penjual untuk membeli ganja, hanya dapat satu amp seharga Rp.50.000,00 

    Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, tidak terdapat fakta yang mendukung rumusan unsur Perantara dalam Jual beli. Hal itu disebabkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, baik berupa uang, jasa maupun fasilitas keuntungan lainnya yang dijanjikan dan/ atau diterima oleh Terdakwa sebelum maupun setelah pembelian ganja. Bahkan uang sisa pembelian ganja tersebut telah dikembalikan secara utuh kepada Saksi Afiyanto Agung Nugroho. Kalau seandainya Pemohon Kasasi menjadi perantara, maka uang sisa tersebut sudah semestinya tidak diberikan kepada Saksi Afiyanto Agung Nugroho. Menjadi perantara adalah identik dengan seorang makelar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atas aktifitasnya. 
     Dalam perkara ini, fakta di persidangan mengungkapkan bahwa pemohon kasasi tidak sama sekali diuntungkan baik materiil maupun motif, justru sebaliknya, akibat peristiwa ini, Pemohon Kasasi telah menderita atas perbuatan yang sebenarnya tidak ada unsur niat jahat untuk melakukannya, begitupula tidak ada unsur kesengajaan untuk membantu mengantarkan Saksi Afiyanto Agung Nugroho membeli ganja dari penjualnya (PT). Kalaupun ada peran Pemohon Kasasi maka peran itu adalah hanya terbatas pada membantu mengantarkan Saksi Afiyanto Agung Nugroho untuk memberikan ganja.

    Dari fakta hukum tersebut, timbul permasalahan hukum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, padahal seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sudah disusun dan masuk dalam skenario jebakan yang sudah dirancang oleh CEPU dan AFIYANTO serta didukung oleh suatu TIM dari pihak Kepolisian. Sesuai fakta hukum kesengajaan atau maksud untuk membeli narkotika bukan datang atau lahir dari kehendak Terdakwa, melainkan kehendak untuk membeli narkotika datangnya dari CEPU, AFIYANTO maupun TIM Kepolisian. Bahwa Terdakwa hanyalah korban dari suatu scenario jebakan yang dimainkan CEPU, AFIYANTO dan TIM dari Kepolisian, bahwa siapapun yang masuk dalam skenario jebakan semacam ini tentu akan menjadi korban dari suatu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Bahwa di dalam Negara hukum seperti Indonesia, tidak dibenarkan adanya penegakan hukum dengan cara melakukan penjebakan atau rekayasa kasus. Cara semacam ini melanggar sendi-sendi negara hukum. 

    Namun, dalam konteks ini diperkenankan dengan catatan bahwa teknik penyidikan dengan pembelian terselubung harus dilakukan sesuai yang diatur dalam Pasal 75 huruf J UU Narkotika. Sebagaimana yang dinyatakan dalam petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983. UU Narkotika menjelaskan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Salah satu wewenang BNN menurut Pasal 75 huruf j UU Narkotika “Dalam melakukan penyidikan adalah melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.” Lalu, menurut Pasal 79  UU Narkotika “Teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”
    Untuk memperkuat keyakinan bahwa terdakwa tidak terkait dengan masalah peredaran gelap narkotika, maka menurut keterangan CEPU bahwa meskipun terdakwa mengetahui penjual dan bisa membeli narkotika, namun terdakwa bukan sebagai penjual. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa hanyalah menjadi korban atas pengetahuannya yang mengetahui "tempat penjual narkotika". Kecuali dapat dibuktikan bahwa terdakwa pernah terkait dan terlibat dalam sindikat atau peredaran gelap narkotika, namun dalam persidangan terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar maupun penjual, ataupun pemakai. Terdakwa mau melakukan perbuatan membeli narkotika hanya karena keterpaksaan karena pada waktu itu ada orang yang bernama EBLEK di dekat terdakwa bilang “suda, sana antarkan" akhirnya terdakwa melakukan perbuatan a quo. Untuk menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa hanyalah keterpaksaan saja, dapat dibuktikan bahwa terdakwa tidak mendapat imbalan atau upah dari pihak CEPU, AFIYANTO.

     Kesimpulan hasil analisis bahwa perbuatan terdakwa Menjadi Perantara dalam jual beli narkotika. Hakim tidak mempertimbangkan apakah terdakwa mendapatkan untung atau tidak diuntungkan atas perbuatan pembelian ganja tersebut. Mendapatkan untung adalah syarat bagi seorang perantara, dalam rangka membantu Saksi Afiyanfo Agung Nugroho membelikan ganja. Dengan demikian unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "menjadi perantara dalam jual beli terbukti secara sah menurut hukum.
PENUTUP
Kesimpulan

    Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dikaitkan dengan unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan dari Terdakwa menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan di diri terdakwa karena terdakwa hanya membantu mengantarkan Saksi Afiyanto Agung Nugroho membeli ganja dari penjualnya (PT). Kalaupun ada peran Pemohon Kasasi maka peran itu adalah hanya terbatas pada membantu mengantarkan Saksi Afiyanto Agung Nugroho untuk memberikan ganja. Terdakwa hanya diminta bantuannya untuk membelikan ganja, dan dari rumah tidak ada niatan sama sekali untuk membantu membeli ganja tersebut. Maka dengan demikian, unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum. Perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Alasannya, sesuai fakta hukum, kesengajaan atau maksud untuk membeli narkotika bukan datang atau lahir dari kehendak terdakwa melainkan kehendak Afiyanto atau pihak kepolisian. Selanjutnya, terdakwa hanyalah korban skenario jebakan yang dimainkan informan Afiyanto dan tim kepolisian. Dijelaskan bahwa siapa pun yang masuk dalam skenario jebakan semacam itu, tentu akan menjadi korban penegakkan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Hasilnya tentu terdakwa akan menjadi korban penegakkan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Akhirnya terdakwapun lepas dari pidana. 

2. Perbuatan terdakwa pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 tidak dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, alasannya karena perbuatan terdakwa  yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Hakim tidak mempertimbangkan apakah terdakwa mendapatkan untung atau tidak diuntungkan atas perbuatan pembelian ganja tersebut. Mendapatkan untung adalah syarat mutlak bagi seorang perantara, tanpa mendapatkan untung maka peran pemohon kasasi adalah percobaan dan permufakatan jahat dalam rangka membantu Saksi Afiyanfo Agung Nugroho dalam membelikan ganja. Fakta yang terungkap di persidangan, tidak mendukung rumusan unsur Perantara dalam Jual beli, alasannya karena  Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, baik berupa uang, jasa maupun fasilitas lainnya yang dijanjikan dan/ atau diterima sebelum maupun setelah pembelian ganja. Bahkan uang sisa pembelian ganja tersebut telah dikembalikan secara utuh kepada Saksi Afiyanto Agung Nugroho. Kalau seandainya Pemohon Kasasi menjadi perantara, maka uang sisa tersebut sudah semestinya tidak diberikan kepada Saksi Afiyanto Agung Nugroho. Sebagaimana diatur dalam Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian pula unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "menjadi perantara dalam jual beli tidak terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam pasal ini tidak terbukti secara sah menurut hukum. 

Saran

     Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Kepada hakim yang menangani perkara ini agar lebih cermat dan tepat dalam memeriksa perkara dan merumuskan alasan, pendapat dan dasar hukum pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai perkara kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung harus benar-benar sesuai fakta hukumnya dan dalam menelaah unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan dari Terdakwa harus sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Pengadilan dalam hal ini masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 mengenai  hak-hak hukum Terdakwa SARMIDI bin KASDI, Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain.
2. Hakim dalam mengkualifisir, mengkonstantir, mengkonstatasi dan menjatuhkan eksekusi vonis hukuman terhadap perbuatan terdakwa pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 harus sesuai dengan interpretasi hakim yang benar dan sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kepada para penegak hukum serta pembuat undang-undang agar bisa mengakomodir dan menjamin terlaksananya tujuan hukum yang ada yakni tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Serta dalam konteks permasalahan ini tetap menjalankan amanat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan bidang hukum pidana khusus Narkoba maupun persoalan pemidanaan yang selainnya. Menjaga netralitas, integritas dan etika profesi yang diemban oleh masing-masing praktisi hukum yang bertugas di pengadilan. Bagi masyarakat untuk sadar (melek) dan taat hukum dengan mengajukan perlindungan hukum terhadap kepentingan  hukum yang hendak ditempuh melalui upaya-upaya hukum yang ada tentunya haruslah sesuai dengan prosedur serta syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

3. Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat hukum.
4. Harapan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika
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